
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA APOTEK DAN IZIN USAHA PEDAGANG ECERAN OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Apotek dan Pedagang Eceran Obat sebagai salah
satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan
untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah
diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu
diatur kegiatan usahanya;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Apotek
dan izin Usaha Pedagang Eceran Obat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 4),
sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Izin Usaha Apotek dan Izin Usaha Pedagang
Eceran Obat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Obat Keras (Stablad. 1937 No. 57);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3671);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomr 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
167/KAB/B.VIII/172 tentang Pedagang Eceran Obat;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Apotek;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang
menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2008 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA APOTEK DAN
IZIN USAHA PEDAGANG ECERAN OBAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat yang selanjutnya disebut DPRD kabupaten
Kotawaringin Barat;

6. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan
pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi,
Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat;
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9. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan
telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di
Indonesia sebagai Apoteker;

10. Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan
oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang
wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Apoteker atau
Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk
menyelenggarakan Apotek di suatu tempat;

11. Surat Izin Usaha Pedagang Eceran Obat adalah surat izin
tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan
kegiatan usaha pedagang eceran obat;

12. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah
diberi Surat Izin Apotek (SIA);

13. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di
Apotek di samping Apoteker Pengelola Apotek dan / Atau
menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka
Apotek;

14. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan
Apoteker pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola
Apotek tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga)
bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin
Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola
Apotek di Apotek lain;

15. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi
Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk
menyediakan dan menyerahakn obat bagi penderita sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli
Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika;

17. Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus, Mesin, Implan
yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk
mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan
meringankan penyakit, merawat orang sakit serta
pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau untuk
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

18. Perbekalan kesehatan adalah semua baham dan peralatan
yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan;

19. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang
dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan apotek;


